SALINAN
NOMOR 26/E, 2011

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG

TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a

Mengingat : 1.

WALIKOTA MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



10.

11.

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluas
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 59);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisas dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang
Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang

Nomor 3);
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini, yang dimaksud dengan :

1

@

2

Pemerintah Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah
Walikota Malang dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Maang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 yang
selanjutnya disebut RPIMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepaa
Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPIM Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagal dasar
penyusunan APBD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Malang.

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Maang.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPIMD dengan menggunakan bahan dari rancangan
Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada
Rencana K erja Pemerintah.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi

makro, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang



dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

(3 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistens antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan.

(4) RKPD KotaMalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
a. Pemerintah  Daerah  dadam  menyusun  Kebijakan Umum  APBD
Tahun Anggaran 2012;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD Tahun Anggaran 2012;
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD sesuai pedoman
penyusunan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jgaran Pemerintah Daerah melaksanakan
program/kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jgjaran Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi
dan koordinas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Keuangan
dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan/pengendalian terhadap
pelaksanaan RKPD Kota Malang Tahun 2012 yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD yang telah dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD serta RKA-SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD  Tahun
Anggaran 2012.

Pasal 6

RKPD Kota Malang Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota
ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatangga 7 Juli 2011

WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
Dr.Drs. H. SHOFWAN, SH. M.S

Pembina Utama M adya
NI P. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003




